BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SISTEM ONE OBLIGOR TERHADAP
KUALITAS PEMBIAYAAN

A. Analisis Operasional Sistem Informasi Debitur (SID) di PT BPRS

Mandiri Mitra Sukses Gresik

Sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, BPRS Mandiri
Mitra Sukses Gresik harus memperhitungkan dengan cermat langkah-
langkah penanaman dana yang diambilnya, termasuk dalam penyaluran
pembiayaan. Secara umum, terdapat faktor yang dianalisa oleh Bank
sebelum menyetujui permohonan pembiayaan, diantaranya: prospek
usaha, kinerja (performance) debitur dan kemampuan membayar.

Seiring dengan perkembangan jaman, pihak BPRS Mandiri Mitra
Sukses Gresik dimudahkan dengan sistem yang digunakan untuk menilai
faktor-faktor tersebut yaitu dengan melihat informasi calon debitur dalam
SID. Dengan SID, Bank dapat mengetahui profil calon debiturnya atas
fasilitas pembiayaan yang sudah atau akan diberikan pada calon

nasabahnya.

Melalui SID, Bank Indonesia mempunyai daftar hitam yang dibuat
untuk memuat nama nasabah, baik individu maupun perusahaan, yang
terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan

bank dan masyarakat.
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Sebagai contoh, apabila calon debitur pernah menikmati fasilitas
pembiayaan dari bank lain dan masuk dalam kategori macet dalam kurun
waktu 2 (dua) tahun terakhir, maka fakta tersebut dapat dilihat pada SID
yang diakses oleh Bank. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Sistem
Informasi Debitur (SID) sangat berperan penting dalam hal keputusan
pemberian pembiayaan di BPRS Mandiri Mitra Sukses gresik. Namun
keputusan Bank untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut
tidak hanya bergantung pada hasil SID, Bank juga masih
mempertimbangkan aspek lain karena tiap bank mempunyai kebijakan
internal masing-masing.

. Analisis Penerapan Sistem One Obligor di PT BPRS Mandiri Mitra
Sukses

Yang melatarbelakangi pemerintah menerapkan peraturan one
obligor di BPRS di seluruh Indonesia
a. Permasalahan internal yaitu NPF (Non perfrming Financing) yang

masih tercatat tinggi

Level NPF pada BPR Syariah tercatat sangat tinggi yakni 7,48

persen atau di atas ambang toleransi 5 persen per November 2013.
Dengan pembiayaan sebesar Rp 4,35 triliun, jumlah yang bermasalah
mencapai Rp 326 miliar. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) memerintahkan agar BPRS Mandiri Mitra Sukses juga
mempunyai cadangan risiko atas pembiayaan bermasalah tersebut

dengan membentuk PPAP.
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b. Permasalahan eksternal yakni krisis yang pernah melanda di Indonesia
pada tahun 1998.

e. Pengaturan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

BPRS Mandiri Mitra Sukses adalah Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam
di wilayah kabupaten Gresik melalui penghimpunan dana berupa deposito
berjangka dan tabungan maupun pelayanan pembiayaan bagi pengusaha
kecil dan menengah terutama yang berada di sekitar wilayah Gresik.

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva
produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut
untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva
produktif yang dimilikinya. Penerapan sistem one obligor melalui
penilaian kualitas aktiva produktif di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik
sudah mengikuti aturan pemerintah yaitu Peraturan Bank Indonesia
Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan
dengan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank akibat pemberian
pembiayaan. Kondisi BPRS yang tidak terlepas dari permasalahan
tersebut dapat terlihat dari semakin meningkatnya risiko pembiayaan
yang dihadapinya dan penurunan kualitas aktiva produktif secara terus-

menerus. Hal itu dikarenakan kesalahan dalam penyaluran dana yang
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tidak diproses dengan baik,* sehingga dapat menyebabkan banyaknya
jumlah pembiayaan yang macet.

Kebijakan sistem one obligor merupakan salah satu penerapan
prinsip dalam pemberian pembiayaan. Bank dapat menyamakan
kolektibilitas nasabah yang mempunyai beberapa rekening pembiayaan
menurut kolektibilitas terendahnya masing-masing. Sehingga dari hasil
penggolongan kolekibilitas tersebut bank dapat memnbentuk cadangan
untuk mengantisipasi risiko yang mungkin ditimbulkan dari pembiayaan

bermasalah.

Penerapan sistem one obligor merupakan kebijakan PT BPRS
Mandiri Mitra Sukses dalam upaya menjaga likuiditas bank. Awal
penerapan sistem ini pada Januari tahun 2014 masih belum dikatakan
sempurna, karena fitur-fitur yang mendukung operasional sistem tersebut
masih belum dapat berjalan sempurna, sehingga pihak BPRS Mandiri
Mitra Sukses Gresik mengajukan surat permohonan penyempurnaan
sistem one obligor tersebut pada vendor informasi teknologi (IT), dan
Surat Permohonan tersebut diterbitkan pada Juli 2014. Penerapan sistem
one obligor meliputi penyamaan kolektibilitas nasabah, pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penerapan Sistem
Informasi Debitur (SID) guna menunjang pencarian informasi mengenai

karakter calon nasabah.

% Ari Setiani, “Penilaian Performa Bank Perkreditan Rakyat Syariah”, (Tesis--Universitas
Indonesia, 2008).
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Penerapan sistem one obligor oleh PT BPRS Mandiri Mitra
Sukses menjadi aspek penting dalam meningkatkan kehati-hatian pihak
bank dalam penanaman aktiva produktif serta mengantisipasi pembiayaan
bermasalah yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya
jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sesuai dengan pandangan
yang diungkapkan oleh Halim Alamsyah, Direktur Kebijakan Strategis
dan Humas BI. Dalam pernyataanya, Bank Indonesia menyatakan dengan
diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 tentang
penilaian kualitas aktiva bank melalui sistem one obligor adalah semata-
mata untuk meningkatkan kehati-hatian perbankan dalam menangani

pembiayaan suatu debitur.”

Tanpa penerapan sistem ini pada penilaian kualitas aktiva
produktif maka dapat mengakibatkan terancamnya likuiditas bank yang
bersangkutan. Selain itu juga untuk mendorong perbankan dalam
pengelolaan manajemen risiko. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang
ditujukan bagi semua bank di Indonesia dengan tujuan untuk
mempertahankan dan memperkuat industri perbankan secara keseluruhan
dari ancaman instabilitas akibat terjadinya permasalahan debitur yang

memiliki eksposur pembiayaan dalam sistem perbankan.*

Dengan menerapkan sistem tersebut maka bank dapat mengetahui

karakter calon nasabah dan menyetarakan kolektibilitas nasabah yang

8 Halim Alamsyah, “SiaranPers”, dalam http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-

pers/Pages/Release%20N0752.aspx (30November 2014)
**Maman H. Somantri, “Siaran Pers” dalam www.ojk.go.id (29 November 2014)



http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/Release%20No752.aspx
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/Release%20No752.aspx
http://www.ojk.go.id/
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mempunyai beberapa rekening pembiayaan. Penyamaan kolektibilitas
nasaabah tidak hanya pada sektor pembiayaan saja, namun pada sektor

penempatan dana pada bank lain pun mengalami penyamaaan

kolektibilitas.’'

Perlu diketahui bahwa pada prinsipnya bank hanya dapat
memberikan pinjaman kepada calon debitur dengan kolektibilitas
pinjaman 1 (lancar), hal ini juga terkait dengan ketentuan Bank Indonesia
yang menerapkan peraturan peraturan one obligor, dimana bank-bank
diwajibkan untuk melaporkan kolektibitas pinjaman seorang debitur

secara seragam mengikuti kolektibilitas yang terendah/terburuk.

C. Pengaruh Kolektibilitas Terhadap Pengajuan Pembiayaan Nasabah
Secara umum Bank memperlakukan kolektibilitas pada masing-
masing nasabah sebagai berikut :

1. Kolektibilitas 1 (Lancar) : pengajuan pembiayaan akan diproses dan
kemungkinan besar disetujui.

2. Kolektibilitas 2 (Kurang Lancar) : pengajuan pembiayaan bisa
diproses, namun bisa juga ditolak. Apabila tetap diproses, maka Bank
akan mencari tahu penyebabnya, apakah karena alasan tertentu yang
bisa dimaklumi atau karena kondisi usaha calon nasabah yang sudah

mulai bermasalah.

%1ta Erola, Kabag Operasional, Wawancara, Dresik, 16 November 2014
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3. Kolektibilitas 3 dan 4 (Diragukan dan Macet) : pengajuan

pembiayaan dengan kolektibilitas 3 dan 4 umumnya langsung ditolak.

D. Analisis Sistem One Obligor Terhadap Kualitas Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai dan Andi P. Veithza, kualitas pembiayaan
adalah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya
kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok dan bagi
hasil).”?

Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah
waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, ataupun pelunasan
pokok pinjaman

Secara sederhana kualitas pembiayaan bank dikatakan bagus jika
jumlah pembiayaan bermasalah dibawah prosentase yang ditetapkan
yakni dibawah batas 5%, karena bank dikatakan masih dapat menjaga
kualitas asetnya dengan baik, mengelola dan mengoperasikan berdasarkan
prinsip kehati-hatian, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat
memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu bank harus senantiasa
memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang
pada dasarnya berupa ketentuan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian
di dalam usaha perbankan.

Secara umum kualitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh

pembiayaan bermasalah. Penilaian kualitas aktiva produktif melalui

2 Veithzal Rivai dan Andi P.Veithzal, Islamic Financial Management (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2008), 33-37.
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sistem one obligor dengan salah satu faktor pembiayaan bermasalah
sangat berpengaruh pada kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan bank
mengalami penurunan karena banyaknya pembiayaan bermasalah atau
pembiayaan tidak tertagih dari pihak nasabah sehingga pihak bank
kesulitan dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Akan
tetapi dengan sistem one obligor ini, maka sektor perbankan secara
keseluruhan tetap dapat bertahan dan mampu untuk mengantisipasi risiko
jika ada krisis dengan membentuk cadangan Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif (PPAP). Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah
pembiayaan bermasalah di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik
berkurang, maka dapat meningkatkan pula kualitas pembiayaannya.

Dari data kualitas pembiayaan sebelum dan sesudah diterapkannya
sistem one obligor yaitu tahun 2013 dan 2014, dapat disimpulkan bahwa
sistem one obligor dapat menambah jumlah pembiayaan bermasalah dan
berakibat menurunkan kualitas pembiayaan. Hal tersebut dapat dilihat
dari tabel berikut:

Tabel 4

Kualitas Pembiayaan Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014
PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

No. Pos 31 Desember 31 Desember Perubahan
2013 2014

1. JumlahNasabah 400 orang 505 orang 105 orang
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2. | JumlahOutstanding Rp. Rp. 103.244.645 Rp.
81.572.312 21.672.333
3. | JumlahPembiayaan Rp. Rp. 8.330.576 Rp.
Bermasalah 3.098.678 5.231.898
4, Rasio NPF 4% 7.75% 3.75%
5. | Jumlah PPAP yang Rp. Rp. 2.828.357 Rp.
dibentuk 1.193.395 1.634.962

Data diolah oleh peneliti

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah nasabah memang
meningkat dari tahun 2013 ke 2014 sebanyak 105 orang, jumlah
outstanding meningkat sebesar Rp. 21.672.333,00 akan tetapi hal tersebut
menambah jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp.5.231.898,00
sehingga jumlah PPAP yang dibentuk semakin besar pula yaitu sebesar

Rp.1.634.962,00.

Usaha BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik untuk menekan
kemungkinan kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah adalah
dengan menjaga kualitas pembiayaan. Jika bank tersebut berhasil menjaga
kualitas pembiayaannya maka dapat memperkecil kemungkinan kerugian,
akan tetapi jika Bank tidak berhasil menjaga kualitas pembiayaannya,
maka akan berpotensi memiliki banyak pembiayaan bermasalah, yang
berimbas pula pada pencadangan penyisihan penghapusan aktiva
produktif yang berakibat akan memperbesar biaya yang dikeluarkan oleh

bank yang bersangkutan.
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E. Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Sistem One Obligor Menurut
Pandangan Islam

Bahwa sesuai dengan visinya, perbankan syariah harus dapat
mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan
memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil
secara nyata melalui pembiayaan dan transaksi dalam rangka keadilan,
tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan
masyarakat.

Sehubungan dengan operasionalisasi perbankan syariah, Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dituntut untuk menerapkan prinsip
kehati-hatian. Prinsip ini secara khusus dan tegas dicantumkan dalam
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah.

Prinsip kehati-hatian itu harus dijalankan oleh bank tidak hanya
karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Prinsip
kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati
dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan
profesionalisme dan itikad baik.

Hukum Islam mengatur secara lengkap mengenai prinsip-prinsip
muamalat pada umumnya dan perjanjian pada khususnya. Saat ini

sebagian dari prinsip-prinsip tersebut terwujud dalam beberapa produk
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bank. Produk-produk bank sayariah tersebut merupakan produk pilihan
yang dirancang secara prudent atau hati-hati, yang di dalamnya juga
mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi nasabahnya (prinsip
kehati-hatian).

Banyak ketentuan di dalam hukum Islam yang memuatkan prinsip
kehati-hatian yang diterapkan dalam praktek perbankan syariah yaitu
tercantum dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka (menurut apa
yang diturunkan Allah) dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka.
Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak

memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu.”

Kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana
dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang
tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan
aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva non

produktif.





